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ANALISIS PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 ATAS JASA SEWA ALAT
BERAT PADA PT. SUMATRA UNGGUL PALEMBANG

Reni Hardianti ”
Koefrowi ™
koefrowi@gmail.com

ABSTRACK

The purpose of this study is to determine the income tax on heavy
equipment rental services at PT. Sumatra Excellent. The data used in writing in
this study is secondary data in the form of a list of financial statements whose
data sources come from PT. Sumatra Excellent Palembang. The sample used is
the 2019 rental service income report. While the analysis techniques are
quantitative analysis techniques and qualitative analysis techniques. The results
obtained show that PPh Article 23 on heavy equipment rental services related to
the calculation, deposit and reporting of the imposition of PPh article 23 PT.
Sumatra Unggul which occurred in March, April, June, August, October and
November have been in accordance with applicable regulations. However, the
calculation of Income Tax Article 23 in January, February, May, July, September
and December is not in accordance with Law Number 36 of 2008.

Keywords : Income Tax Article 23, Calculation, Deposit, Reporting

A. PENDAHULUAN harus diperhatikan adalah

Pajak merupakan salah satu
komponen penting dalam
perekonomian  Indonesia.  Pajak
merupakan  sumber  penerimaan
Negara yang diharapkan dapat
mengurangi ketergantungan Negara
kita terhadap hutang luar negri.
Sektor pajak dianggap pilihan yang
paling tepat karena jumlah yang
relatif stabil dan masyarakat dapat
berpartisipasi aktif dalam
pembiayaan pembangunan.

Dalam rangka

mewujudkannya tujuan tersebut yang
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ketersediaan dana yang diperlukan
untuk meningkatkan pembiayaan
pembangunan. Disamping untuk
penerimaan Negara, Pajak juga
bertujuan  untuk  menumbuhkan
kesadaran serta tangung jawab
Negara, karena pada dasarnya
pembayaran  pajak  merupakan
perwujudan pengabdian dan peran
serta warga  Negara  dalam
membiayai pembangunan nasional.

Dalam Pasal 23 UU No. 36
Tahun 2008 tentang pajak

penghasilan dikatakan bahwa setiap
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penghasilan dengan nama dan dalam
bentuk apa pun yang dibayarkan,
disediakan untuk dibayarkan, atau
telah jatuh tempo pembayarannya
oleh badan pemerintah, subjek pajak
badan dalam negri, penyelenggaraan
kegiatan, bentuk usaha tetap, atau
perwakilan perusahaan luar negri
lainnya kepada wajib pajak yang
diwajibkan membayar 2% dari
jumlah  bruto atas sewa dan
penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta yang telah dikenai
pajak  penghasilan  sebagaimana
dimaksud dalam pasal 4 ayat (2).

Pada 09 Maret 2010, Direktur
Jenderal (Dirjen) Pajak menerbitkan
penegasan terkait pemotongan pajak
penghasilan (PPh). Penegasan ini
tertuang dalam surat edaran Dirjen
Pajak Nomor SE-35/PJ/2010 tentang
penegasan Perpajakan atas imbalan
sehubungan dengan kesepakatan
untuk memberikan hak meggunakan
harta selama jangka waktu tertentu ”,
baik dengan perjanjian tertulis
maupun lisan, sehingga harta
tersebut hanya digunakan oleh
penerima hak (penyewa) selama
jangka waktu yang disepakati.

Salah satu jenis pajak yang

termasuk dalam sumber penerimaan
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Negara yaitu pajak penghasilan (pph)
pasal 23. Pajak penghasilan (pph)
pasal 23 vyaitu penghasilan yang
dikenakan pajak atas penghasilan
yang berasal dari modal, penyerahan
jasa, atas penyelenggaraan kegiatan
selain yang telah di potong pajak
sebagaimana dimaksud dalam pph
pasal 23.

PT. Sumatra Unggul
merupakan Perusahaan yang
bergerak dibidang penyedia dan atau
mengadakan alat-alat berat yang
layak jalan. Banyak dari pihak lain
yang melakukan kerja sama dengan
PT. Sumatra  Unggul  untuk
kepentingan  perusahaan  mereka,
terutama untuk mendapatkan sewa
dari PT. Sumatra Unggul. salah
satunya yaitu penyewaan alat berat.

Dalam sistem pembayaran,
pajak penghasilan pasal 23 dihitung
dari pendapatan bruto oleh customer
sebesar 2%. Namun customer dapat
memilih, pajak dapat dibayar sendiri
atau dibayar langsung kepada PT.
Sumatra Unggul Jika customer ingin
membayar sendiri PPh Pasal 23,
bukti pembayaran PPh Pasal 23
harus dikembalikan kepada PT.
Sumatra Unggul.
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Dalam menjalankan
usahanya, PT. Sumatra Unggul
sebagai wajib pajak harus membuat
suatu pembukuan untuk
mempermudah menghitung
pajaknya. Pencatatan dan penerapan
akuntansi atas transanksi-transanksi
yang terjadi diperusahaan harus
diperhatikan, karena hasil
pembukuan tersebut berperan
penting sebagai data-data dalam
menghitung besarnya jumlah pajak
penghasilan. Apabila terjadi
perbedaan dalam pengakuan pajak
penghasilan  pasal 23  dapat
mempengaruhi besarnya laba yang
diperoleh perusahaan dan
mempengaruhi besarnya pajak yang
harus dibayar perusahaan.

Berdasarkan latar belakang
yang diuraikan diatas, permasalahan
yang akan dibahas dapat dirumuskan
sebagai berikut : Bagaimana Pajak
Penghasilan 23 atas jasa sewa alat

berat pada PT. Sumatera Unggul ?

B. METODE PENELITIAN

1. Sumber dan Teknik Pengumpulan
Dalam penelitian ini data

yang digunakan ada dua cara yaitu :

a) Data Primer , Pengumpulan data

menurut  metode ini  dapat
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dilakukan dengan cara : a)
Interview Yaitu dengan cara
mengadalkan  Tanya  jawab
secara langsung dengan pihak-
pihak tertentu dalam perusahaan
yang dianggap dapat
memberikan informasi  yang
dibutuhkan dalam penelitian ini
b) Observasi Yaitu dengan
melakukan penggunaan secara
langsung kepada objek
penelitiam dengan  mencatat
semua data dan informasi yang
ada hubungan dengan penelitian
ini.

b) Data sekunder berupa daftar
laporan keuangan yang sumber
data nya berasal dari PT. Sumatra

Unggul Palembang.

Teknik Pengumpulan data
yang digunakan oleh peneliti adalah
metode wawancara langsung dengan
pimpinan maupun karyawan PT.
Sumatra Unggul dan  metode
dokumentasi dengan pengumpulan
data yang diperoleh dengan mencari
bahan bacaan, dokumen-dokumen,
dan buku-buku yang ada kaitannya

dengan penyusunan penelitian ini.

2. Variabel dan Definisi Operasional
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Dalam penelitian ini, penulis

mengindetifikasikan

variabel yang digunakan

variable-

dalam

Universitas Tridinanti Palembang

Table 1.
Variabel

Definisi

membahas masalah tersebut yaitu

seperti dalam tabel berikut :

Operasional

No Variabel

Definisi

Indikator

1 | Pajak Penghasilan
Pasal 23 Atas Jasa
Sewa Alat Berat

Pajak Penghasilan Pasal 23
adalah  Penghasilan  yang
dipotong atas Penghasilan yang
diterima atau diperoleh wajib
pajak dalam negri dan Bentuk
Usaha Tetap yang berasal dari
modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan
selain yang dipotong PPh Pasal
21, yang dibayarkan atau
terutang oleh Badan
Pemerintah atau Subjek Pajak
Dalam Negri, Penyelenggara
kegiatan, Bentuk Usaha Tetap
atau perwakilan perusahaan
luar negri lainnya

- Perhitungan
- Penyetoran
- Pelaporan

Sumber : data diolah penulis

angka-angka,

Analisis  ini

3. Teknik Analis Data

Pada penelitian ini penulis
menerapkan teknis analis kuantitatif
dan teknik analisis kualitatif. Data-
data yang telah penulis kumpulkan
dari penelitian langsung maupun
literature akan dijabarkan melalui
analisa guna memperoleh jawaban

atas rumusan yang ada. Analis yang

dilakukan untuk memperoleh

gambaran yang nyata
mengenai Pajak Penghasilan
Pasal 23 di PT. Sumatra
Unggul dengan cara
memperoleh  data  —data
mengenai Draf Perjanjian
kontrak sewa alat berat

kemudian mengujinya dengan

perhitungan Pajak

digunakan  dalam  menjabarkan Penghasilan Pasal 23 yang
penelitian ini adalah : berlaku.

a) Analisis Kuantitatif, yaitu b) Analisis Kualitatif, yaitu
analisis atas penelitian analisis dengan cara
dengan cara perhitungan mempelajari  dari  menguiji

*), Alumni Universitas Tridinanti 83
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apakah dalam pajak
penghasilan pasal 23 pada
PT. Sumatra Unggul telah
sesuai  dengan  Undang-
Undang Perpajakan yang

berlaku.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Analisis Pajak Penghasilan
Pasal 23 menurut PT. Sumatra
Unggul

Penerapan PPh Pasal 23 pada
PT. Sumatera Unggul dilakukan
apabila penggunaaan jasa
menggunakan jasa diperusahaan ini.
Saat customer menggunakan jasa
sewa alat berat di PT. Sumatera
Unggul , customer wajib dipotong
PPh Pasal 23 2% bagi yang memiliki
NPWP, 4% bagi customer yang tidak
memiliki NPWP. PT. Sumatera
Unggul  memberikan  wewenang
khusus kepda customer yang
menggunakan jasa untuk membayar
PPh Pasal 23, bisa dibayarkan oleh
PT. Sumatera Unggul atau
membayar PPh Paal 23 itu sendiri.
Jika pemotong tidak memotong PPh
Pasal 23 tidak berdampak apa-apa
terhadap pihak yang dipotong,
namun untuk pihak pemotong

apabila  ketahuan maka akan
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dikenakan denda 2% perbulan dari
saat terutang sampai PPh dibayarkan.

Namun apabila pemotong
sudah melakukan pemotong PPh
Pasal 23 dan tidak memberikan bukti
potong kepada pihak yang dipotong,
maka pihak yang dipotong harus
wajib meminta butki potong agar
bisa dijadikan sebagai pengurang
PPh tahunan pajak, jika tidak ada
bukti potong, maka tidak bisa
dijadikan sebagai kredit pajak akhir
tahun untuk pengungkapan pajak
terurang tahunan. Sesuai dengan
peraturan UU No. 36 Tahun 2008
maka PT. Sumatera Unggul sebagai
wajib pajak memotong sebesar 2%
untuk perusahaan yang memiliki
NPWP dan tidak memiliki NPWP
sebesar 4%.

Berikut table perhitungan
pajak penghasilan pasal 23 atas jasa
sewa alat berat pada PT. Sumatra
Unggul Palembang.:

Tabel 2. Perhitungan PPh pasal 23
tahun 2019 PT. Sumatera Unggul
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Periode diterima

PPh Pasal 23 yang

PPh Pasal yang
seharusnya diterima

Januari Rp. 12,470,920

Rp.13,316,920

Februari Rp. 13,699,907

Rp.14,244,907

Maret Rp. 7,929,014 Rp. 7,929,014
April Rp. 8,494,417 Rp. 8,494,417
Mei Rp. 6,350,000 Rp. 6,822,407
Juni Rp. 9,469,015 Rp. 9,469,015
Juli Rp. 9,744,000 Rp.10,408,225

Agustus Rp. 13,449,577

Rp.13,449,577

September | Rp. 8,770,000 Rp. 9,465,763
Oktober Rp. 6,313,434 Rp. 6,313,434
November | Rp. 9,824,891 Rp. 9,824,891
Desember | Rp. 7,774,888 Rp. 7,977,994

Rp. 114.290.063

Rp. 117.716.564

Sumber : data diolah penulis (2020)

Berdasarkan tabel 4.2 maka
periode 2019 PT. Sumatra Unggul
Palembang mengalami perbedaan
antara pendapatan jasa dengan
jumlah PPh Pasal 23 penyebab
terjadinya perbedaan tersebut
dikarenakan bukti potong PPh Pasal
23 dari pemotong pajak tidak
diberikan kepada wajib pajak (PT.
Sumatra  Unggul), dan sistem
administrasi yang mengumpulkan
bukti potong PPh Pasal 23 belum
berjalan dengan efektif, sehingga
mengalami selisih perhitungan PPh
yang diterima dan Pph yang
Perbedaan

seharusnya  diterima.

jumlah Pajak Penghasilan Pasal 23
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ini berdampak pada kredit Pajak
tahunan pada PPh badan, saat
terjadinya kekurangan kredit pajak
tersebut, maka perusahaan
mengangung sendiri biaya yang
kurang bayar.

Jadi  dapat  disimpulkan
bahwa perlakuan PPh pasal 23 terkait
perhitungan, penyetoran dan
pelaporan pengenaan PPh pasal 23
PT. Sumatra Unggul yang terjadi
pada bulan Maret, April, Juni,
Agustus, Oktober dan November
telah sesuai dengan ketentuan yang
berlakum. Namun, perhitungan PPh
pasal 23 pada bulan Januari,
Februari, Mei, Juli, September, dan
Desember tidak sesuai dengan UU

Nomor 36 tahun 2008. Hal dapat
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disebabkan oleh beberapa factor
menurut  hasil  observasi  yang
dilkaukan oleh peneliti yaitu sebagai
berikut :

1. Bagian Keuangan PT.
Sumatra Unggul seharusnya
terus melakukan koordinasi
pada setiap pekerjaan. Jika
memang sudah sesuai dengan
persentase pekerjaan maka
lakukan  penagihan  atau
menginformasikan pada
pihak pemberi kerja.

2. untuk menyerahkan bukti
potong kepada perusahaan

3. Seharusnya didalam kontrak
kerja dituliskan ketetapan
pajak  penghasilan  yang
dipotong adalah PPh Pasal 23
dan bukti potong harus
diserahkan setelah
pembayaran dilaksanakan
perusahaan harus
menjalankan kontrak Kkerja
tersebut agar tidak terjadi
kesalahan.

4. Seharusnya tidak terjadi
keterlambatan pemberian
bukti potong dari pemotong
pajak, dan pihak administrasi
yang mengumpulkan PPh

Pasal 23 harus mengawasi
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bukti potong yang berasal
dari customer.

Bagian  Keuangan  PT.
Sumatra Unggul seharusnya
terus melakukan koordinasi
pada setiap pekerjaan. Jika
memang sudah sesuai dengan
persentase pekerjaan maka
lakukan  penagihan  atau
menginformasikan pada
pihak pemberi kerja, untuk
menyerahkan bukti potong

kepada perusahaan

. Seharusnya didalam kontrak

kerja dituliskan ketetapan
pajak  penghasilan  yang
dipotong adalah PPh Pasal 23
dan bukti potong harus
diserahkan setelah
pembayaran dilaksanakan
perusahaan harus
menjalankan kontrak Kkerja
tersebut agar tidak terjadi

kesalahan.

. Seharusnya tidak terjadi

keterlambatan pemberian
bukti potong dari pemotong
pajak, dan pihak administrasi
yang mengumpulkan PPh
Pasal 23 harus mengawasi
bukti potong yang berasal

dari customer.
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D. SIMPULAN DAN SARAN

Setelah melakukan analisis
atas kewajiban pajak penghasilan
pasal 23 pada PT. Sumatera Unggul
dapat disimpulkan bahwa : PPh Pasal
23 atas jasa sewa alat berat terkait
perhitungan, penyetoran dan
pelaporan pengenaan PPh pasal 23
PT. Sumatra Unggul yang terjadi
pada bulan Maret, April, Juni,
Agustus, Oktober dan November
telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku. Namun, perhitungan PPh
pasal 23 pada bulan Januari,
Februari, Mei, Juli, September, dan
Desember tidak sesuai dengan UU
Nomor 36 tahun 2008.
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